GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120.12/4 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI
INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN TAHUN 20  22-2026

GUBERNUR JAWA TENGAH ,

Menimbang . a. bahwa Komisi Informasi Provinsi merupakan lembaga
mandiri  yang mempunyai fungsi menjalankan
peraturan perundang -undangan bidang  Keterbukaan
Informasi Publik , men etapkan petunjuk teknis standar
layanan informasi publik dan menyeles aiakan sengketa
informasi publik  melalui mediasi dan/atau ajudikasi
non litigasi di  Provinsi Jawa Tengah,;

b. bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 800/191/2018 tentang Pe netapan
Anggota Dan Pengganti Antar Waktu Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 -2022,
telah berakhir pada tanggal 27 Juli 2022 dan telah
dilakukan perpanjangan masa jabatan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal
9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi
Informasi Provinsi Jawa Tengah , perlu menetapk an
Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Dan
Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan -Peraturan Negara  Tahun 1950 Halaman
86-92);

2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah P engganti
Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841) ;

3. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );



